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TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Symatera Barat tanggal 18 Mei 2015 , Gubernur Sumatera
Barat telah. menvampaikan aota pengantar terhadap rancangan
peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan
Pelayanan ‘Publik sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas
sesual dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah
yang diatur dalam peraturan Tata Tertid; .

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap
rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah:;

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Ngmor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambl dan Riau
Sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang
Pemindahan Ibukota Propinst Daerah Tingkat | Sumatera Barat dari
Bukittinggl ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1579 Nomor 44
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);



10.

11,

12.

13,

14.

15,

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

Undang-iIndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3866);

Peraturan Pemerintah Nomror 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repub.ik indonesia
Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5357);

Peratyran Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentag Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubitk Indonesia
Tahun 2013 Nomor 191);

Peratyran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrast Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birpkrast Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara
Nasional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Peluyanan Publik;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;



Memperhatikan

Menetapkan
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*
[

1. Hasil pembahasan Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pyblik yang disampalkan pada Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 Agustus’
2015, )

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna
tanggal 5 Agustus 2015, '

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS!
SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

'Menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah terlebth dahulu
dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Permerintah
Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditanda
tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas,
merupakan lampiran yang tidak terplsahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku paca tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Padang
Padatznggal : 5 Agustus 2015
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